
PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR: 8/5/PBI/2006 

TENTANG 

MEDIASI PERBANKAN  
 
 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 
 
Menimbang  :   a. bahwa penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank tidak 

selalu dapat memuaskan nasabah dan berpotensi 

menimbulkan sengketa di bidang perbankan antara nasabah 

dengan bank;  

b. bahwa penyelesaian sengketa di bidang perbankan yang 

berlarut-larut dapat merugikan nasabah dan meningkatkan 

risiko reputasi bagi bank; 

c. bahwa penyelesaian sengketa di bidang perbankan antara 

nasabah dengan bank dapat dilakukan secara sederhana, 

murah, dan cepat melalui cara mediasi;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a, b, dan c, 

dipandang perlu untuk mengatur mediasi perbankan dalam 

suatu Peraturan Bank Indonesia; 

Mengingat        : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 

 

2.  Undang ... 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999  tentang Bank 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872); 

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang 

Penyelesaian Pengaduan Nasabah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4476); 

M E M U T U S K A N: 

Menetapkan     : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG MEDIASI 

PERBANKAN. 

 
 
 

 

 

 
BAB I ... 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 

termasuk kantor cabang bank asing. 

2. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, termasuk pihak yang 

tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan 

transaksi keuangan (walk-in customer). 

3. Perwakilan Nasabah adalah perseorangan, lembaga dan atau badan hukum  

yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah dengan berdasarkan surat kuasa 

khusus dari Nasabah.  

4. Sengketa adalah permasalahan yang diajukan oleh Nasabah atau Perwakilan 

Nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses 

penyelesaian pengaduan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.  

5. Mediasi adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator 

untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian 

dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh 

permasalahan yang disengketakan. 

6. Mediator adalah pihak yang tidak memihak dalam membantu pelaksanaan 

Mediasi. 

 

 

 

 7.  Kesepakatan ... 
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7. Kesepakatan adalah persetujuan bersama antara Nasabah atau Perwakilan 

Nasabah dengan Bank terhadap suatu upaya penyelesaian Sengketa. 

8. Akta Kesepakatan adalah dokumen tertulis yang memuat Kesepakatan yang 

bersifat final dan mengikat bagi Nasabah dan Bank. 

BAB II 

PENYELENGGARAAN MEDIASI PERBANKAN 

Pasal 2 

Sengketa antara Nasabah dengan Bank yang disebabkan tidak dipenuhinya 

tuntutan finansial Nasabah oleh Bank dalam penyelesaian pengaduan Nasabah 

dapat diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi perbankan. 

Pasal 3 

(1) Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga Mediasi perbankan 

independen yang dibentuk asosiasi perbankan. 

(2) Pembentukan lembaga Mediasi perbankan independen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 

2007. 

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga Mediasi perbankan independen 

melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia. 

(4) Sepanjang lembaga Mediasi perbankan independen sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) belum dibentuk, fungsi Mediasi perbankan dilaksanakan oleh 

Bank Indonesia. 
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Pasal 4 

Fungsi Mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) terbatas pada upaya membantu Nasabah dan 

Bank untuk mengkaji ulang Sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh 

Kesepakatan. 

Pasal 5 

(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi Mediasi perbankan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4, Bank Indonesia menunjuk Mediator. 

(2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat paling 

kurang sebagai berikut: 

a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan, dan atau hukum; 

b. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas 

penyelesaian sengketa; dan 

c. tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat 

kedua dengan Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. 

Pasal 6 

(1) Mediasi perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk 

setiap Sengketa yang memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(2) Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh 

kerugian immateriil. 
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BAB III 

PROSES BERACARA PADA MEDIASI PERBANKAN 

Pasal 7 

(1) Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepada 

Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah. 

(2) Dalam hal Nasabah atau Perwakilan Nasabah mengajukan penyelesaian 

Sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi panggilan Bank 

Indonesia. 

Pasal 8 

Pengajuan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

1. diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai; 

2. pernah diajukan  upaya  penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank; 

3. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus 

oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang 

difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya; 

4. Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan; 

5. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan 

yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan 

6. pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi  60 (enam puluh) hari kerja 

sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank 

kepada Nasabah.  

 

 

 Pasal 9 ... 
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Pasal 9 

(1) Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan 

Bank menandatangani perjanjian Mediasi (agreement to mediate) yang 

memuat:  

a. Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian 

Sengketa; dan 

b. persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. 

(2) Bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah 

ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.  

Pasal 10 

(1) Nasabah dan Bank dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dalam proses 

Mediasi. 

(2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

surat kuasa khusus yang paling sedikit mencantumkan kewenangan penerima 

kuasa untuk mengambil keputusan. 

Pasal 11 

(1) Pelaksanaan proses Mediasi sampai dengan ditandatanganinya Akta 

Kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 

kerja sejak Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani 

perjanjian Mediasi (agreement to mediate) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (1). 

 

 

(2) Jangka ... 
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(2) Jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya 

berdasarkan Kesepakatan Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. 

Pasal 12 

Kesepakatan antara Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan Bank yang 

dihasilkan dari proses Mediasi dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang 

ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. 

Pasal 13 

Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian Sengketa perbankan antara 

Nasabah dengan Bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam Akta 

Kesepakatan.  

BAB IV 

LAIN LAIN 

Pasal 14 

Bank wajib mempublikasikan adanya sarana alternatif penyelesaian Sengketa di 

bidang perbankan dengan cara Mediasi kepada Nasabah. 

Pasal 15 

Pengajuan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

disampaikan kepada Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank 

Indonesia, Menara Radius Prawiro lantai 19, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 

10110. 

 

 BAB V ... 
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BAB V 

SANKSI  

Pasal 16 

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 14  dikenakan sanksi administratif 

sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 

berupa teguran tertulis. 

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan 

dalam komponen penilaian tingkat kesehatan Bank. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 17 

Sengketa yang timbul dari hasil penyelesaian pengaduan Nasabah yang telah 

dilakukan oleh Bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian 

Pengaduan Nasabah sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dapat 

diajukan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2006. 

BAB VII 

PENUTUP 

Pasal 18 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Mediasi perbankan akan diatur 

dalam Surat Edaran Bank Indonesia. 

 

 Pasal 19 ... 
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Pasal 19 

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2006. 

 
Ditetapkan di  Jakarta 
Pada tanggal 30 Januari 2006     

 
 

GUBERNUR BANK INDONESIA 
 
 
 
 
 
  BURHANUDDIN ABDULLAH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR  
 
DPNP/DPbS/DPBPR 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR: 8/5/PBI/2006 

TENTANG 

MEDIASI PERBANKAN 

UMUM 

Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang 

Penyelesaian Pengaduan Nasabah tidak selalu dapat memuaskan nasabah.  

Ketidakpuasan tersebut dapat diakibatkan oleh tuntutan nasabah yang tidak 

dipenuhi bank baik seluruhnya maupun sebagian. Pada gilirannya, ketidakpuasan 

tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank, yang 

apabila berlarut-larut dan tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi 

bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan 

merugikan hak-hak nasabah. 

Upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank dapat dilakukan 

melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, maupun melalui jalur peradilan.  Namun demikian, upaya 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur peradilan tidak mudah 

dilakukan bagi nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil mengingat hal tersebut 

memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.  Oleh karena itu, penyelesaian 

sengketa nasabah dengan bank bagi nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil 

perlu diupayakan secara sederhana, murah, dan cepat melalui penyelenggaraan 

mediasi perbankan agar hak-hak mereka sebagai nasabah dapat terjaga dan 

terpenuhi dengan baik. 

       Dengan … 
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Dengan mempertimbangkan pentingnya penyelenggaraan mediasi 

perbankan untuk menyelesaikan sengketa nasabah dengan bank maka asosiasi 

perbankan perlu segera membentuk lembaga mediasi perbankan yang  

independen.  Namun demikian, mengingat pembentukan lembaga mediasi 

perbankan independen tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat 

sementara kebutuhan mediasi perbankan sudah mendesak maka pada tahap awal 

fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia.  Pelaksanaan fungsi 

mediasi perbankan oleh Bank Indonesia ini dilakukan dengan mempertemukan 

nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan yang menjadi 

sengketa guna mencapai kesepakatan tanpa adanya rekomendasi maupun 

keputusan dari Bank Indonesia.  Dengan demikian fungsi mediasi perbankan 

yang dilaksanakan Bank Indonesia hanya terbatas pada penyediaan tempat, 

membantu nasabah dan bank untuk mengemukakan pokok permasalahan yang 

menjadi sengketa, penyediaan nara sumber, dan mengupayakan tercapainya 

kesepakatan penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank.  

     Selanjutnya mengingat independensi dan kredibilitas penyelenggaraan 

mediasi perbankan merupakan faktor utama yang harus ditegakkan maka proses 

beracara dalam mediasi perbankan ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan 

international best practices dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

agar penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan tidak merugikan nasabah 

dan bank. 

 

PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

   Pasal 2 … 
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Pasal 2  

Yang dimaksud dengan tuntutan finansial adalah potensi kerugian finansial 

Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank sebagaimana 

dimaksud pada Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan 

Nasabah. 

Pasal 3 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Bank Indonesia hanya melaksanakan kegiatan Mediasi perbankan 

dan tidak membentuk lembaga khusus untuk keperluan tersebut. 

Pasal 4 

Yang dimaksud dengan “membantu Nasabah dan Bank” adalah Bank 

Indonesia memfasilitasi penyelesaian Sengketa dengan cara memanggil, 

mempertemukan, mendengar, dan memotivasi nasabah dan bank untuk 

mencapai kesepakatan tanpa memberikan rekomendasi atau keputusan. 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

  Pasal 6 … 
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Pasal 6 

Ayat (1) 

Cakupan nilai tuntutan finansial meliputi nilai kerugian materiil dan 

atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan Nasabah dalam rangka 

penyelesaian Sengketa. 

Ayat (2) 

Termasuk dalam pengertian “kerugian immateriil” antara lain adalah 

kerugian karena pencemaran nama baik dan perbuatan tidak 

menyenangkan. 

Pasal 7 

Ayat  (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Angka 1 

Yang dimaksud dengan dokumen pendukung antara lain bukti 

transaksi keuangan yang dilakukan Nasabah. 

Angka 2 

Upaya pengajuan penyelesaian kepada Bank dibuktikan dengan bukti 

penerimaan pengaduan dan atau surat hasil penyelesaian pengaduan 

yang dikeluarkan Bank. 

 

 

 

 

     Angka 3 … 
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Angka 3 

Yang dimaksud dengan “Sengketa yang diajukan tidak sedang  

dalam proses oleh lembaga arbitrase, lembaga peradilan, atau 

lembaga mediasi lainnya” adalah Sengketa tersebut belum pernah 

diajukan oleh Nasabah dan atau Bank kepada lembaga-lembaga 

tersebut atau upaya penyelesaian Sengketa pada lembaga-lembaga 

dimaksud sudah dihentikan. 

Angka 4 

Cukup jelas.  

Angka 5 

Sengketa yang sudah pernah diupayakan penyelesaiannya melalui 

Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia tidak dapat 

diproses ulang. 

Angka 6 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

 

 

          Ayat (2) … 
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Ayat (2) 

Pencantuman kewenangan penerima kuasa untuk mengambil 

keputusan dimaksudkan agar proses Mediasi dapat berjalan efektif. 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Perpanjangan jangka waktu antara lain dimaksudkan untuk 

mengantisipasi penyesuaian waktu untuk menghadirkan nara sumber 

tertentu yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai masalah yang 

disengketakan. 

Pasal 12 

Akta Kesepakatan dapat memuat Kesepakatan penuh atau Kesepakatan 

sebagian atas hal yang dipersengketakan, atau pun pernyataan tidak 

dicapainya Kesepakatan dalam proses Mediasi. 

Pasal 13 

Kewajiban bagi Bank untuk melaksanakan hasil penyelesaian Sengketa ini 

dimaksudkan antara lain dalam rangka mengantisipasi risiko reputasi Bank.  

Pasal 14 

Publikasi dapat dilakukan melalui brosur, leaflet, pengumuman, dan atau 

media lainnya dan sekurang-kurangnya mencakup prosedur yang harus 

ditempuh Nasabah untuk dapat mengajukan penyelesaian Sengketa kepada 

Bank Indonesia. 

 Pasal 15 … 
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Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Perhitungan dalam komponen penilaian tingkat kesehatan Bank 

dilakukan pada penilaian aspek manajemen. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 


